
SALINAN 

WALI KOTA BUKITTINGGI 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALT KOTA BUKITTINGGI 
NOMOR 18 TAHUN 2025 

TENTANG 
BENTUK PEMANFAATAN DAN PENGHITUNGAN BESARAN TARIF 

BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wall Kota 
tentang Bentuk Pemanfaatan dan Penghitungan Besaran Tarif 
Barang Milik Daerah; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota 
Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN WALT KOTA TENTANG BENTUK PEMANFAATAN 

DAN PENGHITUNGAN BESARAN TARIF BARANG MILIK 
DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Bukittinggi. 
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi. 
3. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 
barang milik Daerah. 

4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik Daerah. 

5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dani 
perolehan lainnya yang sah. 

6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
satuan keda perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD 
dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

7. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

8. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP 
adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka 
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waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan 
daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 

9. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS 
adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain 
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana 
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak 
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya 
setelah berakhirnya jangka waktu. 

10. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG 
adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain 
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana 
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya 
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut 
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

11. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya 
disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan 
badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara 
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

13. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu 
opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada 
saat tertentu. 

14. Penilai Pemerintah adalah Penilai pemerintah pusat dan 
Penilai Pemerintah Daerah. 

15. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin 
untuk memberikan jasa sesuai dengan ketentuan 
peratu ran perundang-undangan. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
penghitungan besaran tarif Pemanfaatan BMD. 

Pasal 3 
Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk terselenggaranya tata 
cara penghitungan besaran tarif Pemanfaatan BMD yang tertib, 
terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan Pemanfaatan 
BMD yang efisien, efektif, dan optimal. 

Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi: 
a. Sewa; 
b. KSP 
c. BUS atau BSG; dan 
d. KSPI. 
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BAB III 
SEWA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 
(1) Besaran Sewa BMD didasarkan atas perkalian dan: 

a. tarif pokok Sewa; dan 
b. faktor penyesuai Sewa. 

(2) Besaran Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

Bagian Kedua 
Tarif Pokok Sewa 

Pasal 6 
(1) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan nilai wajar 

atas Sewa dan i hasil Penilaian oleh Penilai; dan/atau 
b. selain tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh 

tim yang ditetapkan Wali Kota atau menggunakan 
Penilai. 

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. 

Bagian Ketiga 
Faktor Penyesuai Sewa 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 7 
(1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: 
a. jenis kegiatan usaha penyewa; 
b, bentuk kelembagaan penyewa; dan 
c. periodesitas Sewa. 

(2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dihitung dalam persentase. 

Paragraf 2 
Penerapan Faktor Penyesuai Sewa 

Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Penyewaan 

Pasal 8 
Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas: 
a. kegiatan bisnis; 
b. kegiatan nonbisnis; dan 
c. kegiatan sosial. 

Pasal 9 
(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang 
berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain: 
a. perdagangan; 
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b. jasa; dan 
c. industri. 

(2) Kelompok kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang 
menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan 
namun tidak mencari keuntungan, antara lain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya 

dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi 
keuntungan, baik materil maupun immateril; 

b. penyelenggaraan pendidikan nasional; 
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas 

yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan 
fungsi Pengguna Barang; dan 

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria nonbisnis. 
(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak 
menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan 
dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara 
lain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut 

biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan; 
b. kegiatan sosial; 
c. kegiatan keagamaan; 
d. kegiatan kemanusiaan; 
e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan; dan 
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial. 

Pasal 10 
(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis 

kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). 

(2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dikecualikan terhadap: 
a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan pegawai 

aparatur sipil negara; atau 
b. pelaku usaha perorangan berskala mikro. 

(3) Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sebesar: 
a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi 

sekunder; 
b. 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; atau 
c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha 

perorangan berskala mikro. 
(4) Dalam hal objek Sewa BMD berupa rumah produksi 

bersama dan i hasil tugas pembantuan, faktor penyesuai 
Sewa sebesar 0% (nol persen) dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. mitra Pemanfaatan merupakan koperasi yang telah 

terdaftar sebagai pengelola rumah produksi bersama 
sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-
undangan, 

b. belum menghasilkan laba bersih; dan 
c. mitra Pemanfaatan koperasi menyampaikan laporan 

keuangan yang telah dilakukan audit sesuai dengan 
ketentuan peratu ran perundang-undangan 
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(5) Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol 
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
tanpa Penilaian. 

Pasal 11 
(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis 

kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf b ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai 
dengan 50% (lima puluh persen). 

(2) Dikecualikan dan i ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terhadap: 
a. peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola 

Barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas 
dan fungsi, faktor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 
15% (lima belas persen) serta pada saat pengajuan 
permohonan melampirkan dokumen pendukung 
berupa surat pernyataan inisiasi dan i Pengelola 
Barang/Pengguna Barang; atau 

b. sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan anggota keluarga pegawai 
aparatur sipil negara dan pegawai penunjang, faktor 
penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 
persen) serta pada saat pengajuan permohonan 
melampirkan dokumen pendukung berupa surat 
pernyataan dan i Pengguna Barang. 

(3) Usulan besaran faktor penyesuai Sewa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengelola Barang 
atau Pengguna Barang kepada Wall Kota untuk 
mendapatkan persetujuan. 

Pasal 12 
(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis 

kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf c sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dengan 
menyertakan dokumen pendukung dan i instansi dan/atau 
pihak terkait yang paling sedikit menjelaskan jenis 
kegiatan usaha yang dijalankan berupa jenis kegiatan 
sosial pada saat mengajukan permohonan. 

(2) Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah 
beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan. 

(3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kegiatan keagamaan 
berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana 
penunjang peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) sebesar 0% (nol persen). 

(4) Kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana 
dan prasarana penunjang peribadatan dengan besaran 
faktor penyesuai sebesar 0% (nol persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilakukan tanpa Penilaian. 
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Paragraf 3 
Penerapan Faktor Penyesuai Sewa 

Berdasarkan Periodesitas 

Pasal 13 
Pembayaran. uang Sewa berdasarkan periodesitas Sewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan 
jangka waktu Sewa lebih dan i 1 (satu) tahun sebagai berikut: 
a. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa 

yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu 
Sewa; 

b. sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap 
Sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun; 

c. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap 
Sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun; 

d. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap 
Sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun; 

e. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap 
Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun; 

f. sebesar 140% (seratus empat puluh persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap 
Sewa yang berjangka waktu 6 (enarn) tahun; 

g. sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap 
Sewa yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun; 

h. sebesar 150% (seratus lima puluh persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap 
Sewa yang berjangka waktu 8 (delapan) tahun; 

i. sebesar 155% (seratus lima puluh lima persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap 
Sewa yang berjangka waktu 9 (sembilan) tahun; clan 

j. sebesar 160% (seratus enam puluh persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap 
Sewa yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

Paragraf 4 
Faktor Penyesuai Sewa Untuk Infrastruktur 

Pasal 14 
(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur 

transportasi sebesar 1 )̀/0 (satu persen) sampai dengan 50% 
(lima puluh persen) untuk terminal dan perkeretaapian. 

(2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur jalan 
sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh 
persen). 

(3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur 
sumber daya air dan pengairan sebesar 7% (tujuh persen) 
sampai dengan 50% (lima puluh persen). 

(4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air 
minum sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga 
puluh persen). 
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(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air 
limbah sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua 
puluh persen). 

(6) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur 
telekomunikasi dan informatika sebesar 4% (empat persen) 
sampai dengan 16% (enam belas persen). 

(7) Dalam hal objek Sewa berupa tanah tidak tersedia 
sarana/jalur jaringan utilitas terpadu, besaran faktor 
penyesuai untuk infrastruktur telekomunikasi dan 
informatika sebesar 0% (nol persen). 

(8) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur 
ketenagalistrikan sebesar: 
a. 0% (nol persen) untuk pembangkit listrik: 

1. minihydro dan microhydro (< 10 MW), dan 
2. tenaga air, 

b. 1% (satu persen) untuk pembangkit listrik selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. 1% (satu persen) untuk jaringan transmisi tenaga 
listrik; dan 

d. 0% (nol persen) untuk jaringan distribusi tenaga listrik. 
(9) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur sarana 

persampahan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% 
(dua puluh persen). 

(10) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur 
minyak dan/atau gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) 
sampai dengan 90% (sembilan puluh persen). 

(11) Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol 
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) 
huruf a, dan huruf d, dilakukan tanpa Penilaian. 

(12) Usulan besaran faktor penyesuai Sewa Infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(6), ayat (9) dan ayat (10) diajukan oleh Pengelola Barang 
atau Pengguna Barang kepada Wali Kota untuk 
mendapatkan persetujuan. 

Paragraf 5 
Faktor Penyesuai Sewa Karena Kondisi Tertentu dan 
Penambahan Jangka Waktu Karena Kondisi Tertentu 

Pasal 15 
(1) Dalam kondisi tertentu, Wali Kota dapat menetapkan 

besaran faktor penyesuai Sewa dengan persentase tertentu 
berdasarkan permohonan: 
a. penyewa kepada Pengelola Barang, untuk BMD pada 

Pengelola Barang; atau 
b. penyewa kepada Pengguna Barang, untuk BMD pada 

Pengguna Barang. 
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. penugasan pemerintah pusat/Pemerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. bencana alam; 
c. bencana nonalam; atau 
d. bencana sosial. 
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(3) Besaran faktor penyesuai Sewa dengan persentase tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu 
persen) sampai dengan. 50% (lima puluh persen). 

(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, besaran faktor 
penyesuai Sewa dengan persentase tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak ditetapkannya status 
bencana oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah 
sampai dengan 2 (dua) tahun sejak status bencana 
dinyatakan. berakhir. 

(5) Selain besaran faktor penyesuai Sewa dengan persentase 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal 
kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terhadap Sewa berjalan yang telah lunas pembayaran uang 
sewanya dapat diberikan penambahan jangka waktu Sewa 
paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka 
waktu Sewa. 

(6) Pelaksanaan penambahan jangka waktu Sewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan: 
a. mendapat persetujuan dan: 

1. Wali Kota untuk Sewa yang dilaksanakan Pengelola 
Barang berupa tanah dan/atau bangunan; atau 

2. Pengelola Barang untuk Sewa yang dilaksanakan 
oleh Pengguna Barang berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau 
bangunan, 

b. penyewa tidak dikenakan kewajiban pembayaran Sewa 
selama masa penambahan jangka waktu Sewa; 

c. tidak ada perubahan pihak penyewa; dan 
d. dituangkan dalam perubahan perjanjian Sewa yang 

ditandatangani para pihak yang terikat dalam 
perjanjian. 

(7) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5), penyewa mengajukan surat permohonan kepada 
Wali Kota melalui Pengelola Barang atau Pengguna Barang 
dengan melampirkan: 
a. surat pernyataan bahwa kegiatan usaha yang 

dilakukan terdampak atas kondisi bencana; dan 
b. laporan keuangan dalam bentuk sederhana yang 

menggambarkan dampak atas kondisi bencana tertentu 
tersebut. 

BAB IV 
KSP 

Bagian Kesatu 
Hasil KSP 

Pasal 16 
(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta 

sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. 
(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), antara lain: 
a. peralatan dan mesin; 
b. jalan, irigasi, dan jaringan; 
c. aset tetap lainnya; dan 
d. aset lainnya. 
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(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
bagian dan i pelaksanaan KSP. 

(4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai 
perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian. 

(5) Mitra KSP selama jangka waktu pengoperasian harus 
mengasuransikan: 
a. objek KSP berupa bangunan dan selain tanah dan/atau 

bangunan; dan 
b. hash l KSP berupa gedung, bangunan, serta sarana dan 

fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. 
(6) Biaya yang timbul akibat mengasuransikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) menjadi beban mitra KSP. 

Bagian Kedua 
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 

Pasal 17 
(1) Mitra KSP wajib menyetorkan: 

a. kontribusi tetap; dan 
b. pembagian keuntungan KSP. 

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setiap tahun selama jangka waktu KSP. 

(3) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
penerimaan Daerah. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Wall Kota. 

(5) Dalam KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan, 
sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya 
dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun 
dalam satu kesatuan perencanaan. 

(6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya 
yang berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) bukan merupakan objek KSP. 

(7) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan 
bagian Pemerintah Daerah, harus memperhatikan 
perbandingan nilai BMD yang dijadikan objek KSP dan 
manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai 
investasi mitra dalam KSP. 

Pasal 18 
(1) Dalam kondisi tertentu, Wall Kota dapat menetapkan 

besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a 
dengan persentase tertentu, berdasarkan permohonan 
mitra KSP. 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. penugasan pemerintah pusat/Pemerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. bencana alam; 
c. bencana nonalam; atau 
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d. bencana sosial. 
(3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebesar 1 % (satu persen) sampai dengan 50% (lima 
puluh persen). 

(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, besaran persentase 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 
sejak ditetapkannya status bencana oleh pemerintah pusat 
atau Pemerintah Daerah sampai dengan paling lama 2 
(dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir. 

(5) Terhadap kontribusi tetap yang telah lunas 
pembayarannya, besaran persentase tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diterapkan pada pembayaran 
kontribusi tetap berikutnya. 

(6) Permohonan mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan kepada Wali Kota dengan melarnpirkan paling 
sedikit: 
a. alasan dan pertimbangan pengajuan; 
b. usulan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi 

tetap dengan persentase tertentu; 
c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan i mitra 

KSP terkait kondisi tertentu; dan 
d. laporan keuangan proyek KSP yang diaudit oleh auditor 

independen 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak 
pelaksanaan KSP. 

(7) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap 
permohonan mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6). 

(8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) Wali Kota menyetujui dan menetapkan besaran 
faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase 
tertentu dengan Keputusan Wali Kota. 

Pasal 19 
(1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian 

dan i kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) paling 
banyak 10% (sepuluh persen) dan i total penerimaan 
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa 
KSP. 

(2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian 
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dan i awal 
pengadaannya merupakan BMD. 

(3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 
keuntungan KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan 
dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dani 
hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Wali Kota, 
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 
keuntungan KSP BMD berupa selain tanah dan/atau 
bangunan ditetapkan dan i hasil perhitungan tim yang 
dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau 
mempertimbangkan hasil Penilaian. 

Pasal 20 
(1) Besaran kontribusi tetap mempertimbangkan: 
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a. nilai wajar/taksiran BMD yang menjadi objek KSP; dan 
b. kelayakan bisnis atau kondisi keuangan mitra KSP. 

(2) Perhitungan besaran kontribusi tetap dapat 
mempertimbangkan manfaat ekonomi dan/atau sosial 
yang diperoleh dan hasil analisis Penilai. 

(3) Besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Wali Kota dan i hasil perhitungan tim 
dengan mempertimbangkan analisis Penilai dan proposal 
kelayakan bisnis. 

(4) Nilai wajar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan untuk BMD berupa tanah dan/atau 
bangunan berdasarkan hasil Penilaian oleh Penilai 
Pemerintah atau Penilai Publik. 

(5) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan untuk BMD berupa selain tanah dan/atau 
bangunan dalam hal dilakukan oleh tim yang ditetapkan 
oleh Wali Kota. 

(6) Dalam hal terdapat nilai BMD yang berbeda dengan nilai 
wajar/nilai taksiran hasil Penilaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dalam rangka Pemanfaatan BMD 
digunakan nilai wajar/nilai taksiran hasil Penilaian. 

Pasal 21 
(1) Besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1) meningkat setiap tahun. 
(2) Peningkatan besaran kontribusi tetap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kontribusi 
tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi 
tingkat inflasi. 

(3) Besaran peningkatan kontribusi tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan 
pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP. 

Pasal 22 
(1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 
a. nilai investasi Pemerintah Daerah; 
b. nilai investasi mitra KSP; 
c. risiko yang ditanggung mitra KSP; dan 
d. kelayakan bisnis mitra. 

(2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Wali Kota dan i hasil 
perhitungan tim berdasarkan dan/atau 
mempertimbangkan hasil Penilaian. 

(3) Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai 
wajar/nilai taksiran BMD yang menjadi objek KSP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a. 

(4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi 
dalam proposal KSP. 

(5) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dihitung dan: 
a. pendapatan/Penjualan; 
b. laba sebelum bunga dan pajak; 
c. laba bersih; atau 
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d. arus kas bersih kegiatan dan investasi. 
(6) Dalam hal terdapat perubahan investasi oleh Pemerintah 

Daerah, besaran kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Wali Kota. 

Pasal 23 
(1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali 

oleh Wall Kota dalam hal realisasi investasi yang 
dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dan estimasi 
investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian. 

(2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
didasarkan dan i hasil audit yang dilakukan oleh auditor 
independen. 

Pasal 24 
(1) KSP atas BMD dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan 

BMD. 

(2) KSP operasional atas BMD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bukan merupakan penggunaan BMD yang 
dioperasikan oleh pihak lain. 
Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan BMD, 
bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP 
ditentukan oleh Wali Kota berdasarkan persentase tertentu 
dan i besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait 
pelaksanaan KSP. 

(3) 

Pasal 25 
(1) Dalam hal mitra KSP atas BMD untuk penyediaan 

infrastruktur berbentuk badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha 
milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha 
milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan 
dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik 
negara dan perseroan terbatas, kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi 
sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan i hash l perhitungan 
tim. 

(2) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada kemampuan keuangan mitra KSP. 

(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. 

BAB V 
BGS/BSG 

Pasal 26 
(1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui 

penyetoran ke rekening kas umum Daerah sebagai 
penerimaan Daerah dan i pelaksanaan BGS/BSG. 

(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota. 
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Pasal 27 
(1) Besaran kontribusi tahunan mempertimbangkan: 

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah; 
b. nilai wajar BMD yang menjadi objek BGS/BSG; dan 
c. kelayakan bisnis mitra BGS/BSG. 

(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan perhitungan 
Penilai. 

(3) Nilai wajar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b ditentukan berdasarkan hasil Penilaian oleh Penilai 
Pemerintah atau Penilai Publik. 

(4) Dalam hal nilai BMD berbeda dengan nilai wajar hasil 
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG 
BMD menggunakan nilai wajar hasil Penilaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 28 
(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat 

meningkat setiap tahun dan i yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). 

(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan 
memperhatikan tingkat inflasi. 

(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam 
persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan dituangkan dalam 
perjanjian. 

(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang 
diajukan oleh calon mitra BGS/BSG lebih besar dan i hasil 
perhitungan yang dilakukan oleh Penilai, besaran 
kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan 
pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam 
perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi 
tahunan dan calon mitra BGS/BSG. 

Pasal 29 
(1) Dalam kondisi tertentu, Wall Kota dapat menetapkan 

besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan 
persentase tertentu, berdasarkan permohonan mitra 
BGS/BSG. 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. bencana alam; 
b. bencana nonalam; atau 
c. bencana sosial. 

(3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima 
puluh persen). 

(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), besaran persentase sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), berlaku sejak ditetapkannya status bencana oleh 
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sampai dengan 
paling lama 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan 
berakhir. 

(5) Terhadap kontribusi tetap yang telah lunas 
pembayarannya, besaran persentase sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada pembayaran 
kontribusi tetap berikutnya. 

(6) Permohonan mitra BGS/BSG sebagaimana ayat (1) 
diajukan kepada Wali Kota dengan melampirkan paling 
sedikit: 
a. alasan dan pertimbangan pengajuan; 
b. usulan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi 

tetap dengan persentase tertentu; 
c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan i mitra 

BGS/BSG terkait kondisi tertentu; dan 
d. laporan keuangan proyek BGS/BSG yang diaudit 

oleh auditor independen 3 (tiga) tahun terakhir atau 
sejak pelaksanaan BGS/BSG. 

(7) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap 
permohonan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6). 

(8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) Wali Kota menyetujui clan menetapkan besaran 
faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase 
tertentu. 

BAB VI 
KSPI 

Bagian Kesatu 
Hasil KSPI Atas BMD 

Pasal 30 
(1) Hasil dan KSPI atas BMD terdiri atas: 

a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta 
fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan 

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh 
dan i yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai 
(clawback). 

(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan 
Pemerintah Daerah yang harus disetorkan ke rekening kas 
umum Daerah. 

Pasal 31 
(1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan 

keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Wali Kota. 
(2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan 

(clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mempertimbangkan hasil kajian dan i tim KSPI yang 
dibentuk oleh Wali Kota. 

(3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mempertimbangkan antara lain: 
a. nilai investasi pemerintah daerah; 

b. nilai investasi mitra KSPI; 

c. resiko yang ditanggung mitra KSPI; dan 

d. karakteristik infrastruktur. 
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Bagian Kedua 
Infrastruktur Hash l Pemanfaatan BMD 

Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur 

Pasal 32 
(1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas BMD 

berupa: 
a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan 

prasarana; 
b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan 

dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas 
dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau 

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan 
dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas 
dan/atau kualitas infrastruktur lainnya. 

(2) Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil 
kegiatan KSPI atas barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian atau pada 
saat berakhirnya perjanjian. 

Pasal 33 
(1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan 

(clawback) dilakukan oleh tim KSPI sesuai ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

(2) Wali Kota menetapkan besaran bagian Pemerintah Daerah 
dalam pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 
dengan mempertimbangkan perhitungan tim KSPI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat 
persetujuan KSPI. 

Besaran bagian Pemerintah Daerah dalam pembagian 
kelebihan keuntungan (clawback) yang ditetapkan Wali 
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan 
dalam dokumen tender. 

(3) 

Pasal 34 
(1) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan 

keuntungan (clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke 
rekening kas umum Daerah paling lambat 31 maret. 

(2) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan 
keuntungan (clawback) yang terjadi pada tahun terakhir 
dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra 
KSPI ke rekening kas umum Daerah paling lambat 10 
(sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu 
perjanjian. 

(3) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan 
keuntungan (clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat 
kelebihan keuntungan (clawback) yang diperoleh dari yang 
ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 
Pada saat Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku, Keputusan 
Wali Kota Nomor 188.45-155-2021 tentang Penetapan Formula 
'Card/ Besaran Sewa Terhadap Barang Milli( Daerah Yang Akan 
Disewakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 36 
Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wall Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 

Ditetapkan di Bukittinggi 
pada tanggal 23 September 2025 

WALT KOTA BUKITTINGGI, 

dto 

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS 

Diundangkan di Bukittinggi 
pada tanggal 23 September 2025 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 

dto 

RISMAL HADI 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 19 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Vt-git.14.,RAGIAN HUKUM 

H K TA BUKITTINGGI 

I, S.H. 
200003 2 002 


